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WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR42 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2017 “entang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pencapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu
ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pencapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan
negara;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo: 181
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nornor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kahbupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 :entang
Keunangan Negara (Lembaran Negara R2publik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 :entang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Kenangan Negara (Lembaran Negara R2publik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ‘:entang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Razpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 “entang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keaangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 entang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 :entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45738);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 entang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rzpublik
Indonesia Nomor 4614};



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {(Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DJaerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
330);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Llaporan
Keuangan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik I[ndonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4350);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Batam Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2016 Nomor 3};

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016 {Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 9);



18. Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 445);

19. Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahur. 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran
2016 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor
469);

20. Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahurnt 2016
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Batam
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 478);

21. Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2016
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 479);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG  PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 3ATAM
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Rp  881.268.969.156,50
Daerah
b Dana Perimbangan Rp 928.536.587.920,00
¢. Lain-lain Rp  405.874.729.605,00
Pendapatan yang
Sah
Jumlah Pendapatan Rp 2.215.680.286.681,50
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 732.366.168.960,00
2) Belanja Subsidi Rp 0,00
3) Belanja Hibah Rp 2.863.657.750,00
4) Belanja Bantuan Rp 3.750.614.000,00

Sosial

5) Belanja Bantuan Rp 1.663.402.104,00
Keuangan

6) Belanja Tidak Rp 4.161.085.781,80
Terduga

Rp 744.804.928.595,80



b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 404.261.943.160,97
2) Belanja Barang Rp 453.716.502.007,25
dan Jasa
3) Belanja Modal Rp 524.463.723.680,27
Rp 1.382.442.168.848,49

Jumlah Belanja Rp 2.127.247.097.444,29

Surplus / (Defisit) Rp 88.433.189.237,21

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 44 868.397.128,53

b. Pengeluaran Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 44 .868.397.128,53
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp 133.301.586.365,74
berkenaan sebelum koreksi

Koreksi SiLPA Rp 0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp 133.301.586.365,74

berkenaan setelah koreksi

Pasal 2
Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 dirinc. lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan realisasi anggarar.
Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merapakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Batam.

Diundangkan di Kota Batam
pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
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JEFRIDIN

Ditetapkan di Batam
pada tanggal @& Agustus 2017

WALIKOTA BATAM,
__,...--"""7

MUHAWMMAD RUDI

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 5o





